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ABSTRAK 

Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menguus daerahnya sendiri merupakan 

sebuah kesmepatan besar bagi tiap pemerintah daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah 

daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memanfaatkan potensi potensi 

desa sebagai sebuah kekuatan pariwisata di Kota Batu. Dengan inovasi berbagai potensi desa 

yang ada merupakan karakteristik daya tarik pariwisata Kota Batu. Pemerintah desa dalam 

implementasi sebagai desa wisata yang unggul memanfaatkan kerjasama dengan swasta dalam 

peningkatan wisata di Desa Bumiaji. dengan melakukan kejasama antara pemerintah Desa 

Bumiajidan PT Bunga Cinta Sedjati yang sepakat mewujudkan kawasan pasar wisata desa. 

Melalui kesepakatan bersama Nomor 4154/67/422 3305/2021. Tujuan dari penulisan ini adalah 

unuk mengetahui benuk dan skema kerjasama pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta 

Sedjati terkait kawasan pasar wisata desa yang mana menunjukkan sebagi bentuk sinergitas 

terhadap kemajuan wisata di Desa Bumiaji. 

Kata kunci : Kewenangan Daerah. Kerjasama pemerintah dan swasta. Surat Kesepakatan 

bersama 

 

Abstract 

With the authority of the regional government in managing their own area, this is a big 

opportunity for each local government. Various efforts have been made by the local government 

to realize good governance and in accordance with existing regulations. The Batu City 

Government through the Tourism and Culture Office takes advantage of the village's potential as 

a tourism force in Batu City. With the innovation of various existing village potentials, it is a 

characteristic of Batu City's tourism attraction. The village government in implementing it as a 

superior tourism village utilizes cooperation with the private sector in increasing tourism in 

Bumiaji Village. by carrying out cooperation between the Bumiaji Village government and PT 

Bunga Cinta Sedjati who agreed to create a village tourism market area. Through mutual 

agreement Number 4154/67/422 3305/2021. The purpose of this writing is to find out the form 

and scheme of cooperation between the Bumiaji Village government and PT Bunga Cinta Sedjati 

regarding the village tourism market area which shows as a form of synergy towards the 

advancement of tourism in Bumiaji Village. 

Keywords: Regional Authority. Government and private cooperation. Agreement Letter 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam UU No. 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dalam UU tersebut, pemerintah 

daerah berperan besar terhadap kebijakan maupun kepentingan bagi setiap 

daerahnya. Kepentingan yang diatur didasarkan atas dukungan dan harapan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah 

dengan kewenangannya ini, memberikan peluang kepada setiap daerah untuk 

mengatur dan mengurus aspek aspek di dalamnya. Aspek aspek tersebut terutama 

yaitu pada potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Dengan adanya dukungan dari masyarakat, maka pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan potensi daerah di 

bawahnya, seperti Kabupaten atau Kota. Pengembangan potensi yang ada dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan potensi potensi yang dimiliki oleh setiap daerah 

tersebut. Berbagai potensi yang beragam, baik sumber daya alam maupun 

sumberdaya manusianya menjadikan setiap daerah memiliki karakteristik masing-

masing. Karakteristik inilah yang menjadikan pemerintah daerah memiliki 

peluang besar dalam pemanfaatan dan pengembangan disetiap potensi yang 

dimiliki masing masing daerah. 

Adanya kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah 



saat ini, memberikan kesempatan besar bagi Pemerintah Kota Batu dalam 

mewujudkan Kota Wisata yang unggul. Kota Batu dengan beragam potensi yang 

dimilikinya, berpotensi besar terhadap pengembangan wisata kedepanya. Dengan 

adanya peran besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan mampu 

menberikan dampak positif terhadap pariwisata yang ada di Kota Batu. Hal ini 

menjadikan kesempatan besar khususnya bagi pemerintah Kota Batu yang mana 

inovasi terhadap kemajuan pariwisata diprioritaskan. Kota Batu terbukti unggul 

dalam sektor pariwisatanya yang mana mampu memberikan kontribusi besar bagi 

pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 

Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata, menyatakan bahwasanya Kota 

Batu berkomitmen penuh dalam mengembangkan potensi wisata dengan 

melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat. 

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu saat 

ini adalah dengan memaksimalkan pembentukan dan pengembangan desa wisata. 

potensi potensi yang dimiliki oleh tiap desa yang ada menjadikan sebuah 

keindahan dan ciri khas sebagai desa wisata di Kota Batu. Kemajuan Kota Batu 

sebagai Kota Wisata tidak lepas dari dukungan dan peran desa yang ada dalam 

upaya pengembangan wisata desanya. Kemajuan wisata yang dimiliki Kota Batu 

tersebut dibuktikan pada tahun 2018 yang mana mampu memberikan kewajiban 

dengan mengisi kas daerah melalui APBD senilai Rp 935,1 miliar dan Rp 580 

miliar diantaranya dihasilkan dari pajak industri wisata. Hal inilah yang 

menjadikan Kota Batu untuk terus meningkatkan kemajuan daya saing pariwisata 

baik tingkat nasional bahkan internasional. 



Potensi potensi tersebut menjadikan ciri khas bagi masing masing desa 

yang ada di Kota Batu saat ini. Dengan melalui pengelolaan yang baik terkait 

kawasan pasar wisata desa, menjadi alternatif bagi tumbuhnya berbagai sektor 

peningkatan ekonomi, sosial maupun budaya. Dukungan potensi dan pengelolaan 

yang baik inilah yang menjadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke desa 

wisata. 

Dengan potensi desa wisata yang dimiliki oleh Kota Batu, berbagai upaya 

dilakukan setiap desa untuk berkomitmen kuat memperbaiki maupun mengelola 

potensi di desanya masing-masing. Hal ini mendapat dukungan penuh dari 

Pemerintah Kota Batu terhadap desa yang berpotensi besar sebagai desa wisata 

unggulan. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan berbagai bantuan 

baik bantuan anggaran dana maupun pendampingan bagi desa desa yang memiliki 

potensi sebagai Desa Wisata. Dalam pengembangannya, berbagai desa yang ada 

di Kota Batu berfokus pada bermacam wisata , seperti wisata alam, wisata budaya, 

dan wisata religi maupun buatan. Dengan adanya pemahaman desa wisata inilah, 

potensi yang ada dapat dimanfaatkan dan mampu membangun kearifan lokal yang 

unggul.  

Desa Bumiaji merupakan salah satu desa yang terkenal dengan penghasil 

buah jeruk dan bunga potong yaitu jenis bunga mawar yang ada di Kota Batu. 

Terdapat 4 dusun di Desa Bumiaji yaitu dusun binangun, banaran,beru, dan dusun 

tlogorejo. Potensi yang dimiliki Desa Bumiaji ini, menjadi salah satu ciri khas 

tersendiri dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini menjadikan tantangan bagi 

pemerintah Desa Bumiaji dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada. 



Dengan keunggulan potensi bidang pertanian jeruk yang melimpah, dan didukung 

kondisi suhu udara sejuk menunjukkan Desa Bumiaji masih terjaga karakter 

sebagai desa yang asri. Hal ini juga didukung dengan keramah tamahan 

masyarakat serta potensi daya tarik budaya yang masih lestari menjadikan nilai 

tambah desa Bumiaji. Selain itu, adanya beberapa spot lokasi wisata alam  yaitu 

Bukit Jengkoang, Bukit Teletabis, Batu Jati Mas yang menjadi tempat favorit di 

malam hari.  

Dengan adanya dukungan pemerintah Kota Batu, maka pemerintah Desa 

Bumiaji berupaya mewujudkan sebagai desa wisata unggulan yang ada di Kota 

Batu. Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah 

Desa Bumiaji dan swasta. Pihak pemerintah sendiri yaitu Pemerintah Desa 

Bumiaji dan pihak swasta yaitu PT Bunga Cinta Sedjati atau dikenal dengan Batu 

Love Garden. Kerja sama yang dilakukan ini didasarkan secara resmi melalui 

kesepakatan bersama Nomor: 4154/67/422 3305/2021 yang mana menyatakan 

bahwa kesepakatan bersama ini telah melalui Musyawarah Desa Bumiaji. Dalam 

kesepakatan ini memuat beberapa pasal yang mengikat kerjasama kedua pihak. 

Kesepakatan kerjasama ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Desa Nomor: 

140/20/KEP.KADES/422.330.5/2021 tentang kerjasama pemafaatan tanah kas 

desa.  

Dalam hal ini, kedua pihak telah sepakat bahwa dengan adanya kerjasama  

tersebut dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat desa dan 

membangun kemandirian sumber daya manusia desa serta meningkatkan 

penerimaan anggaran desa. Para pihak bersepakat untuk membuat satu kawasan 



pasar wisata desa bernama Rohjoyo, yang mana menjadi titik sentral kawasan 

pasar aneka macam hasil pertanian dan produk olahan di desa bumiaji. Dalam 

kesepakatan tersebut tertulis bahwa, pihak kedua yaitu PT Bunga Cinta Sedjati 

mendirikan sebuah bangunan dengan luas kurang lebih 1.200 m2. Sementara itu, 

pemerintah desa berkomitmen untuk bersinergi dengan wisata Batu Love Garden 

dalam menjaga mutu dan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Maka, sangat 

penting dibutuhkan kerjasama masing-masing pihak dalam upaya menuju desa 

wisata di Desa Bumiaji ini. 

Sesuai dengan motto yaitu “Amazing Bumiaji”, segala upaya baik 

pemerintah maupun masyarakat Desa Bumiaji dilakukan untuk menuju desa 

wisata yag unggul. Dengan potensi alam dan budaya tersebut, kesempatan besar 

dapat dimaksimalkan sebagai upaya dukungan terhadap pengelolaan dan 

pemanfaatan potensi desa. Melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta ini 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing wisata yang ada sekaligus 

memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan uraian di 

atas, maka judul penelitian ini adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta terkait 

kawasan pasar wisata desa di Desa Bumiaji Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini memiliki 

dua rumusan masalah, antara lain ; 

a. Bagaimana bentuk dan skema Kerjasama antara Pemerintah dan 

Swasta terkait kawasan pasar wisata desa di Desa Bumiaji Kota Batu?.  

b. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Kerjasama 



antara Pemerintah dan Swasta terkait kawasan pasar wisata desa di 

Desa Bumiaji Kota Batu tersebut?. 

C. Fokus Penelitian  

  Pada penelitian ini memiliki dua fokus penelitian, antara lain ; 

a. Skema kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumiaji dan 

PT Bunga Cinta Sedjati, berdasarkan prinsip Good Governance yang 

diungkapkan oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam Alpian Muhtar 

(2021:10) yaitu : 

1. Prinsip Partisipatoris 

2. Prinsip Rule of law 

3. Prinsip Transparansi 

4. Prinsip Responsiveness 

5. Prinsip Konsensus 

6. Prinsip Persamaan hak 

7. Prinsip Efektifitas dan efisiensi 

8. Prinsip Akuntabilitas 

9. Prinsip Visi strategis 

b. Dalam mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama 

Pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati, mengacu pada 

hasil temuan penelitian yang diperjelas dalam pembahasan untuk 

membantu menjawab rumusan masalah yang pertama. 

D. Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini memiliki dua tujuan, antara lain : 



a. Untuk mengetahui bentuk dan skema Kerjasama antara Pemerintah 

dan Swasta terkait kawasan pasar wisata desa di Desa Bumiaji Kota 

Batu tersebut.  

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kerjasama 

antara Pemerintah dan Swasta terkait kawasan pasar wisata desa di 

Desa Bumiaji Kota Batu tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Pada penelitiaan ini, terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritik 

dan manfaat praktik. Pada manfaat teoritik, antara lain : 

a. Menambah khasanah pengetahuan sekaligus mengembangkan 

wawasan refrensi kajian di bidang Ilmu Administrasi khususnya Ilmu 

Administrasi Publik mengenai kerjasama pemerintah dan swasta 

terkait kawasan pasar wisata desa di Desa Bumiaji Kota Batu serta 

berkontribusi penuh bagi peneliti.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan bagi 

penelitian sejenis yang nantinya dilakukan oleh peneliti selanjutnya.  

Pada manfaat praktik, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan, 

sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi pemerintah desa tekait kerjasama 

bersama swasta terkait kawasan pasar wisata desa di Desa Bumiaji Kota Batu.  

 



1 

 
 

BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kerjasama antara pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati 

dalam kawasan pasar wisata desa termasuk dalam bentuk kerjasama Build 

Develop operate dan transfer. Bentuk kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama 

yang mana terdapat kondisi menguntungkan di sekitar proyek infrastruktur 

tersebut. Dengan adanya kegiatan lain yang dapat dikembangkan oleh badan 

usaha swasta, dan diintegrasikan ke dalam proyek kerjasama untuk dioperasikan 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam kerjasama tersebut, diakhir perjanjian 

kerjasama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah. Kerjasama 

antara pemerintah Desa Bumiaji dan PT bunga Cinta Sedjati sesuai dengan bentuk 

kerjasama ini, dikarenakan PT Bunga Cinta Sedjati selaku pihak swasta 

membangun sekaligus memiliki kegiatan lain yang dikembangkan. Kegiatan lain 

tersebut yaitu adanya wisata Batu Love Garden yang menjadi wisata utama milik 

PT Bunga Cinta Sedjati.  

 Dalam kerjasama ini dilandasi pada surat kesepakatan bersama Nomor 

4154/67.422.330.5/2021 yang mana di dalamnya memuat beberapa pasal terkait 

skema kerjasama. Secara umum, skema kerjasama ini dilandasi dengan adanya 

surat kesepakatan bersama tersebut  yang mana sesuai dengan tujuan yaitu 

memberdayakan masyarakat Desa Bumiaji bagi pemerintah Desa Bumiaji, dan 

sebagai betuk sinergitas Wisata Batu Love Garden bagi pihak PT Bunga Cinta 

Sedjati. 



2 

 
 

Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat dua faktor pendukung dan 

dua faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut yaitu rasa saling percaya dan 

sarana prasarana yang menunjang kerjasama. Adanya saling kepercayaan antara 

pihak pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati inilah yang menjadi 

pendorong dalam berhasilnya pembangunan kawasan pasar wisata desa. Selain 

itu, dukungan sarana prasarana yang diberikan oleh kedua pihak antara pihak 

pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati inilah yang menjadi kunci 

berjalannya operasional kawasan pasar wisata. Sementara itu, dalam faktor 

penghambatnya yaitu minimnya koordinasi dan adanya keterlibatan pihak lain di 

dalam kerjasama antara pemerintah Desa Bumiaji dan PT Bunga Cinta Sedjati. 

B. Saran  

Berdasarkan temuan penelitian meunjukkan bahwasanya pemerintahan 

Desa Bumiaji telah berupaya mewujudkan sinergitas terhadap potensi potensi 

yang ada. Dengan menjalin kerjasama dengan PT Bunga Cinta Sedjati diharapkan 

mampu menumbuhkan sinergitas positif bagi masyarakat Desa pada umunya dan 

memunculkan kerjasama baru dengan pihak lain yang mana memberikan dampak 

postif bagi kemajuan Desa Bumiaji. Sehingga diharapkan dengan komitmen Desa 

Bumiaji dapat terus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bumiaji. 

Berkaca dari faktor penghambat jalannya kerjasama yang muncul, maka 

agar kerjasama dapat berjalan dengan optimal diperlukan penegasan kembali 

terkait hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilakukan 

dengan adanya penambahan pasal terkait pelanggaran. Dengan tambahan pasal 

tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kedua pihak sehingga meminimalisir 
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adanya pelanggaran. Sementara itu dalam memperbaiki koordinasi antara kedua 

pihak, diperlukan adanya pendelegasian dari masing-masing pihak. Hal tersebut 

terkait dengan koordinasi antar kedua pihak. Sehingga, walaupun masing masing 

pihak mengalami keterbatasan waktu, maka koordinasi tersebut tetap berjalan 

dengan diwakilkan delegasi antara pihak pmerintah Desa dan PT Bunga Cinta. 
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